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Pertama-tama saya ucapkan sukses atas hari jadi Sekolah Tinggi
IImu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke- 28. STIHPADA sebagai
salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di lingkup LLDikti2
dengan kekhususannya adalah di bidang hukum. Sesuai dengan Visinya
yaitu Pada Tahun 2030 STIHPADA menjadi Pusat Keunggulan untuk
Keahlian Bidang Ilmu Hukum yang berkualitas dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila.

“Saya pribadi menyaksikan sendiri perjalanan STIHPADA yang
begitu pesat baik dari Sarana Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi,
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Pengembangan Prodi
dan Institusi”. Fasilitas dan dan kinerja STIHPADA semakin maju,
sehingga Saya yakin dan percaya STTHPADA telah mampu sejajar dengan
Perguruan Tinggi lainnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tak lupa Saya juga ucapkan selamat atas telah terbitnya buku
Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial memperingati Dies Natalis
STIH-Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke-28. Harapan Saya kompilasi
tulisan ini dapat menjawab tantangan hukum di era 4.0 di mana kaum
milenial sebagai agent of change dan juga agen revolusi mental yang
adaptif terhadap dinamisnya perubahan saat ini.
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Terkhusus di bidang hukum kehadiran STIHPADA harus dapat
mengakomodir setiap perubahan yang ada, kemampuan dalam
menuangkan gagasan dan ide kreatif ke dalam action tidak terjadi secara
instan. Hal tersebut memerlukan kemauan untuk senantiasa berlatih
dan meningkatkan kapasitas diri.

Akhir kata Saya ucapkan semoga dengan terbitnya Buku Pembaruan
Hukum Menuju Hukum Milenial dapat memberi manfaat bagi kita semua
terkhusus Penulis dan juga Institusi STIHPADA.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan Saya menyampaikan
Pantun.

“Palembang Kota Wisata

Pempek Ikan Belida Jadi Andalannya

Maju Terus STIHPADA

Teruslah Bermanfaat Bagi Semua”

Demikian Billahitaufik Wal Hidayah Wassalammualaikum Wr. Whb.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.
(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)
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H. Bambang Sugianto, S.H. M.Hum.:

A. Pendahuluan

Prinsip good governance menjadi hal yang sangat dituntut dalam
penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip good governance menjadi
topik yang ramai dibicarakan di berbagai negara dunia ini.? Good
8?Vernance menjadi sebuah paradigma baru yang akan diciptakan dalam
Sistem penyelenggaraan pemerintahan, dukungan dan dorongan untuk
Mewujudkan good governance merupakan sebuah dambaan atau sebuah
keharugan dalam implementasi otonomi daerah. Pemerintahan daerah
dalam pelaksanaan otonomi sebagai subsistem dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang memberikan sebuah pelayanan kepada mas?yaralfat
Semakin menguat untuk mewujudkan good governance dalam dlinamnka
kehidupan bernegara.? Dapat terlihat selama ini di mina pemerintahan

\"]x )
Dosen Tetap Sekolah Tinggi limu
3n NIDN. 0201016901 dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol

Joko Widodo, Good Governance “Telaah Cendekia, Surabaya
i . ' L. ; ah”, Insan Lendexid, '
2 FOkrasi pada Erg Desentralisasi Dan Otonomi Daer

ty ) e iaGrafindo
Ba?‘ﬁ:négé ianto dan Evi Oktarina, Hukum Tata Negara, RajaGr
ugian

P
€rsad, Depok, 2020, hlm. 121-122.

Hukum Sumpah Pemuda Palembang
dEng
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daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban dianggap tidak dapa
memberikan pelayanan yang baik, dan kepercayaan publik tefhadap
pemerintahan menjadi semakin menurun.

Semakin tingginya nilai digradasi dan menurun kepercay,,
terhadap di berbagai sektor ketatanegaraan, semakin menjadi alasay,
masyarakat untuk menegaskan bahwa good governance menjadi sebyg),
pilihan bersama yang harus dilaksanakan dan diupayakan mewujudkap,
good governance dalam berbagai sektor terutama pada pelayanan pubjj
dan tata kelola bidang keuangan yang menjadi prioritas. Sehingg,
problematika yang dihadapi termasuk di bidang sosial ekonomi,
pendidikan, politik dan pembangunan bisa dihindari.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah prinsip-prinsip
good governance pada tata kelola pemerintanan adalah tujuan utama
lahirnya otonomi daerah pada pemerintah di daerah, adapun salah
satu tujuan selain peningkatan pelayanan publik terhadap daerah
otonom adalah terciptanya good governance.* Tuntutan ini tidak terlepas
juga dan diimbangi dengan proses demokrasi dan era globalisasi yang
semakin keterbukaan terhadap informasi, sehingga masyarakat dapat
memahami dan mengetahui tugas dan kewajiban yang harus dilakukan
pemerintah kepada masyarakat. Good Governance berkaitan erat dengan
bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di tingkat lokal,
dan berhubungan dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah dan
legislatif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan.’

Secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan dengan jelas bahwa
tujuan dan prinsip utama terhadap daerah otonom adalah untuk dapat
menjawab beberapa persoalan yang sangat mendasar dalam tata kelola
pemerintahan untuk menuju good governance terutama pada pelayanan
publik, yaitu:

1. otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada
masyarakat;

‘Muhamad Jafar A.W,, 2019 “Perwuj dalam
. " . judan Good Governance dald
Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Era Otonom Daerah”, Jurnal Kapemda-K"j’an

Administrasi dan P ]
511;{::5! an Pemerintahan Daerah, Volume 12 No. 7. Edisi Maret, him. 34.

256 Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

akan meningkat;

otonomi daerah diformulasikan untuk

publik dapat berpartisipasi aktif dal
ringkat daerah.

upaya responsive di mana
M pengambilan kebijakan pada

gebuah pemerintah daerah yang b
prinsip-prinsip good governance seb
undang pemerintahan daerah
yang maksimal dan h

| aik untuk dapat menerapkan
agalmana tertuang dalam undang-
akan dapat memberikan pelayanan publik
arus segera dilakukan supaya semua persoalan
yang muncul dapat segera diselesaikan, termasuk juga pada sektor
pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik sehingga tata kelola
pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Termasuk juga dalam
proses kebijakan dimulai dari formulasi, implementassi dan evaluasi

sehingga kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana.®

Disadari dengan banyak persoalan yang ada dalam menjalankan
pemerintah daerah, mulai dari perbuatan korupsi dalam penyelenggaraan
pemerintah dan sikap nepotisme yang dilakukan, dan akhirnya muncul
sikap yang tidak profesional terhadap aparatur pemerintah daerah yang
bermuara pada pelayanan publik yang buruk. Banyak permasalahan yang
dihadapi, sehingga muncul sebuah gagasan yang harus dilaksanakan
oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang
baik yang memerlukan waktu tidak sebentar dan juga usaha yang tanpa
henti.

a pemerintahan daerah diperlukan

Di samping itu penyelenggar .
tan bersama dalam menciptakan

sebuah komitmen dan kemufaka :
integritas diri untuk terwujudnya good governance yans ideal dan
harus diikuti dengan berbagai regulasi dan tinfiakan pengu:asa. Iialam
Pelaksanaannya gagasan pemerintah yang.balk t.erny;:ta Ud;ll(ak::]l:ﬁ
Sebatas melalui pendekatan personal, melainkan juga harus 1d uka
Sebuah pendekatan sistem melalui pendekatan perundang-undangan.

inciples
AN Sulfan, 2021, “Implementationof Goed GO Lt
nBPIS Health Servicesin che City of P:?]Opo’;;eyiifr?:mh;niembaga Administrasi
“latihan dan Pengemb dan Kajian Manajemen
gembangan dan Kaj
®8ara, Volume XVII (1) , him. 95-1 16.
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Pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumep,
hukum yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahgp
daerah yang dapat memberikan sebuah legalitas dalam tata kelo|,
pemerintahan. Instrumen hukum yang mengatur penyelenggaragap
pemerintahan untuk terwujudnya prinsip-prinsip good governance yang
didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula.

Selain adanya prinsip-prinsip good governance terdapat pula asas-
asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat terbuka dan berlaky
secara universal agar pemerintah daerah dapat berjalan secara dinamis
dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan. Oleh karena itu, dalam
penerapan prinsip-prinsip good governance tidak semudah yang kita
harapkan, akan tetapi mendapat banyak problematika dan tantangan
sehingga membuat kita untuk mengkaji dan menganalisis sehingga
prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah otonom
bisa terwujud.

Dari apa yang telah dijabarkasn di atas, menarik minat penulis
untuk menelitinya secara lebih mendalam dengan mengambil judul:
“PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE
PADA DAERAH OTONOM?”.

B. Permasalahan

Dalam tulisan kali ini penulis berkeinginan mengangkat permasalahan
mengenai:

1. Bagaimanakah Konsep Good Governance dan Government?

2. Bagaimanakah Problematika dan Tantangan Terwujudnya Good
Governance pada Daerah Otonomi?

C. Pembahasan
1. Memahami Konsep Good Governance dan Government

Memahami sebuah kata governance (pemerintahan) berbeda dengan kata
government (pemerintah). Government penekanan lebih kepada sebuah
kelembagaannya dalam penyelenggaraan yang berdasarkan kekuasaal
tertingga pada suatu negara yaitu pemerintah. Sementara itu, governanc
lebih luas artinya bukan saja yang berkaitan dengan sebuah pemefi“mh
dan negara, tetapi juga berhubungan juga dengan fungsi dan tugas

258 Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial
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Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan konse :
jisamakan dengan konsep government, tetapi secf)afzvgnancf Sering
enyelenggaraan.pemerintahan untuk konsep governance lel;a%lsll k?lalam
dan inklusif daripada government.s Government lebjh mengarah usgs
cuatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan iedanpliai
governance lebih luas bukan saja berkaitan negara dan pe’merintaian
tetapi berkaitan juga dengan pihak-pihak lain dalam hal ini masyaraka;

danlembaga lain non-pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan.”

Good Governance adalah sebuah ide dan gagasan yang baik terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tentang sebuah realitas yang ideal
dari sebuah sistem, di mana kekuasaan penyelenggara pemerintahan
harus baik dan akuntabilitas. Sebuah pemerintahan yang mewujudkan
prinsip-prinsip good governance meliputi beberapa indikator sehingga
tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan harapan, yaitu adanya asas
fair play, asas kecermatan, asas tepat sasaran, asas keseimbangan dan
terpenting adanya asas kepastian hukum.

Menrut Bank Dunia konsep good governance berhubungan dengan
ekonomi pasar yang dipengaruhi sebuah regulasi pemerintahan
untuk dapat menjaga keseimbang sistem ekonomi.’® Sementara itu,
menurut UNDP konsep good governance berkaitan erat dengan tata
kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan penekanann}ra lebih
kepada pemahaman struktur kekuasaan baik pada a.spek menj.alar.lkan
kewenangan dan termasuk juga pada proses [.Jerg.alntlan kepemlmcll);lnan
Pada organisasi pemerintah. Proses demokratisasi juga terbangL.m-1 am
keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap hak-}lllak sipil yang
dapat memengaruhi pada sistem ekonomi suatu negara.

\; .
Joko Widodo, Good Governance Op- Cit-, T
*Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemert

alam Korelasinya Dengan Hukum Administrast dal
Ministrasi dan Good Governance, Universitas Tris
“Ibid., him. 30-39.
“Fitria Andalus Handayani dan Mo
Sood Governance di Indonesia”, PublicaJurnd
1. No,1 Edisi Juni, him. 1.
"Ibid., him. 2.

Im. 18.
hnlt?lhan yang Baik (Good Governance)

1] ) Hukum
lam Philipus M. Hadjon, et al.,
akti, Jakarta, 2012, hlm. 37.

a Nur, 2019. “Implementasi

san
hamad I Administrasi Negara, Volume

| Pemikiran
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Prinsip-prinsip good governarnce tidak dapat dipisahkan atau lepas darj teor;
governance yang pertama kali dicetuskan oleh sebuah kelo'mpok pergeraka,
bersama yang dilakukan oleh pelaku sckfo.f ckonomi yang menunty
adanya pelayanan publik yang baik, gerakan |.n| u'nu.lk n:)CWUJudkaI’l kOnsep
good governance yang bermakna kepada implikasi klnfrrja yang efektif yang
berhubungan dengan pengelolaan pelayanan publik yang terlepas day;
tindakan korupsi.'? Good governance dapat juga berhubungan dengan sebysp,
sistem dalam pembuatan peraturan pcrundnng-undangan dan proses
bagaimana peraturan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,

Sementara itu, menurut Sadu Wasistiono, "’ untuk dapat memahamj
apa itu good governance ada tiga persoalan pokok, yaitu pertama
masyarakat (society), kedua dunia usaha (private sector) dan ketiga negara
dan tata kelola pemerintahan (state), ketiga persoalan pokok menjadi
penentu pada kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk
membangun hubungan yang terintegrasi dalam aspek sosial, aspek
budaya, aspek ckonomi, maupun pada aspek kehidupan politik. Selain
itu Sadu Wasistiono juga menjelaskan governance adalah “the exercise of
political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs
at all levels” sehingga prinsip-prinsp good governance bukan saja harus
diterapkan pada pemerintah daerah saja, tetapi harus diberlakukan
semua jenjang sehingga berdampak lebih luas.'

Sementara itu, menurut LAN governance sebuah pemerintahan
dalam tata kelola mencakup beberapa sektor yaitu pada bisang politik,
bidang ekonomi dan bidang administrasi pemerintahan. Dalam tata
pemerintahan di bidang politik berhubungan dengan pengambilan
keputusan untuk perumusan peraturan perundang-undangan yang
menjadi instrumen pemerintah untuk menjalankan birokrasi antara
pemerintah dengan lembaga politik, untuk bidang ekonomi tidak
terlepas dari penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penyediaan dan
penggunaan keuangan, sedangkan bidang administrasi berkaitan dengan

regulasi yang isinya pelaksanaan teknik peraturan yang diputuskan
instansi politik.

"*Sadjijono, Memahami Beberapa Bab v abokang
; ' P : ksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2008, 111111.12‘1-122. SR HER MG S, 58

“Sadu Wasistiono. Kapi h
: » Kapita Selekta P, b . 1 Daerah:
Fokusmedia, Bandung, 2003, him. 31. @ Penyelenggaraan Pemerintahar

"Ibid., hlm. 32.
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overnance akan mengikat dan haruys dj|

Good governance z-l'kan terlahir melaluj kesepakatan bersama bagi
penye]eng.gara pemerintahan untuk mewujudkan sebuah pemerintah
yang bersih dan sehat, terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
akan dapat terwujud, jika dilaksanakan oleh pemerintah yang baik, dan
pemerintah yang baik apabila pelaksanaannya selalu berlandasan 'pada
sebuah kaidah yang jelas dan responsibilitas. Oleh sebab itu, untuk
terciptanya pemerintahan yang good governance, sangat ditentukan oleh
aparatur dan pada lembaga yang memperoleh tanggung jawab sebagai
pelaksana pemerintahan, baik dari masyarakat dan organisasi non-
pemerintah.'

Pemerintahan dapat diartikan sebuah aktivitas yang kontinu untuk
mengaplikasikan suatu persiapan dan asas tertentu demi mewujudkan
suatu orientasi khusus yang diinginkan.'® Pemerintahan adalah suatu
ilmu seni, dan dianggap sebuah ilmu karena dalam menjalankan
ketentuan harus terarah dan terprogram yang memiliki sifat sistematis,
universal, berkarakter. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
yang dianggap sebagai seni yang dihubungkan dengan berwibawa
dan keserasian dalam melakukan roda pemerintahan. Sedangkan
secara teoritik dan praktik sebuah pemerintahan adala}'l bestuurvoering
untuk dapat melaksanakan tugas pemerintah. Pfemerl.ntahan adala}?
pengelompokan dari sistem kekuasaan yang SEring kita kenal teori
Pembagian kekuasaan Trias Politicia dari Montesquieu dan ajaran Catur

Praja dari Van Vallenhoven.

' iar, Jakarta,

E. Utrecht, Pengantar Hukunm Administrasi Negara Indonesia, PT Ikhtiar, Jakarta
1963, him, 28,

“Ibid., hlm. 29. nerbit Gramedia Pustaka

"Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar [Imu Politik, Pe

Utama, Jakarta, 1991, him. 138-139.
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Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie,' keberadaan pemeriﬂtaha
daerah dan hubungan dengan teori pembagian kekuasaan dajap, bentur]l
pembagian kekuasaan vertikal, Pembagian kekuasaan secara Vertiky)
dalam sistem negara kesatuan menganut asas dekonsentrqs; dan 4,
desentralisasi. Pembagian kekuasaan vertikal dan hubungannya denga:,
keberadaan pemerintahan daerah sebagai alat yang ditugaskan oleh
UUD 1945 menciptakan dan mewujudkan kesejateraan serta Pelayana,
yang baik terhadap masyarakat dan untuk terwujudnya good governange 19

Sementara itu, Pamudji dan H.R. Affan Gaffar menjelaskan bahwg,
pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan penyelenggars,,
negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seluryh
masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk
juga terhadap pemerintah daerah berkewajiban mewujudkap
pelayanan publik yang maksimal sebagai wujud proses demokras;
dalam menjalankan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang
dibutuhkan serta menjalin hubungan baik di dalam lingkungan tata
kelola pemerintah daerah.?

Menurut Sedarmayanti terhadap pemerintah daerah yang dalam
mewujudkan prinsip-prinsip good governance harus memenuhi beberapa
unsur untuk mendukung good governance, sebagai berikut.

1. Penerapan asas keterbukaan (transparansi)

Asas keterbukaan sangat penting dalam pengelolaan pemerintah
daerah, dengan keterbukaan pemerintah dapat menyejikan
informasi yang berhubungan dengan aktivitas tata kelola
pemerintahan dan masyarakat dapat mengontrol yang berkaitan
dengan aktivitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik
Keterbukaan adalah good governance yang menjadi unsur utuma
sebagai akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup
ruang lingkup semua kepentingan publik dan informasi keuanga"

1875 . .z . . . . ﬁka
Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, SInar Gra

Cetakan kedua, Jakarta, 2011.
19 ) :
A l'km{\nl"srl Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah “Kajian Teor
ph 20énya , Pe.nerblt Sinar Grafika, Jakarta , 2019, hlm. 4.
Y yaukani HR, dkk., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pusta
Ogya:ll<arta, 2002, him. 233, ngrl
OmnomS_e;)iarmaZanti. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik Dalar o
t Daerah,” Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7-8.

i, Hukum dan

ka Pelaj2"
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ang bermanfaat dalam pengambilap ke
memiliki kepentingan.

Adanya asas kontribusi (Contriby i)

Asas ini menunjukkan bahwa masyarakat
jawab dalam mengambil alih mekanisme
dan masyarakat secara langsung berke
otonomi dimulai pada tahapan perencang
pembangunan, te

Mempunyai tanggung
bernegara. Pemerintah
ntribusi sebagai asas

- an, pelaksanaan dalam
rmasuk juga dalam regulasi daerah. Kontribusi

ini salah satu wujud adanya keterlibatan masyarakat termasuk
juga setiap regulasi dan perencanaan pembangunan di daerah

tidak boleh lepas dari kearifan loka] sebagai modal utama dalam
pembangunan.

. Asas efektif dan efesien (effectiveness and efficiency)

Efektivitas dan efesieni sebuah sistem yang harus diterapkan dalam
penyelenggara negara. Dengan adanya efektivitas dan efisiensi yang
dilakukan pemerintah daerah akan menghasilkan sebuah hasil
sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan
sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.

- Adanya visi strategis (strategic vision)

Terhadap pemimpin sebagai pejabat publik harus memiliki visi
dalam bentuk program kerja, aspek ini salah satu unsur pada
Pfinsip-prinsp good governance; Visi strategis sangat dibutuhkan
untuk ekspansi terhadap program-program kerja prioritas dalam
Mengisi pembangunan di daerah.
© Adanya responsibilitas (responsibility)
Asas responsibilitas adalah suatu pertanggungjawaban Qleh
Pemerintah daerah dalam bentuk wewenang yang diberikan
kepadanya. Sebagai penyelenggara pemerintah (pejabat) dalam
Melaksanakan wewenangnya baik sektor swasta c?an masyarakat
(civil Society) harus bertanggung jawab kepada publik dan lernbagle:
Pemangku kepentingan. Responsibilitas m‘erupakan l;entu
tanggung jawab bersama bagi pejabat pem'erlntah daera yle(mtg
®ndapatkan kewenangan melalui delegasi untuk masyarakat.

intah dengan
“"8ung jawab ini adalah hubungan pemerinta .
masyarakat.
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asas kepastian hukum (Legalitas)
bagai jaminan dalam menyelenggarakan
omerintah daerah, dengan adanya kepgsuan hukum akan
glemberikan jaminan sehingga abuse of power tidak akan terjadi dan
kepastian hukum sangat erat hubungannyg denggu‘j good g Overnang,
Asas Legalitas salah satu unsur terpenting, sehingga dEmOkrasi
dalam kehidupan bernegara dan berba'n sa dapat terwujud, kep astian
hukum juga dapat menjamin keadilan dan kenyamanan Setiayp
perbuatan hukum yang dilakukan dalam hubungan masyaraky

6. Adanya
Kepastian hukum s€

dengan pemerintah.

Prinsip-prinsip di atas, Sedarmayanti merumuskan bahwa terdapat
empat beberapa unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu

sebagai berikut.”

1. Asas keterbukaan
Asas menjelaskan untuk masyarakat dapat memberikan kritik
maupun saran kepada pemerinah apabila tidak transparan dalam
tata kelola pemerintah.

2. Asas akuntabilitas
Setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan.

3. Asas aturan hukum

Pejabat dan pemimpin dalam bertindak harus didasari oleh peraturan
perundangan, ini bertujuan terhindarinya penyalahgunaan
kekuasaan.

4. Asas transparansi

ﬁx:a.s Int memberikan sikap suatu perencanaan dan progra’
Blatan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat, sehingg?

tt‘-rlaksana.g wasan oleh masyarakat sebagai pengontrol dap

Dari beberg
yang bajk
Prin SiP-pri

) b.[;a hal di atas dan berhubungan tata kelola pemeri“ta};
0 spia la faktor stabilitas syatu negara tidak tetjagd e
P good governance tidak akan terwujud. pemerintah?

ZZIbfd., hlm_ 7
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” baik menjadi isu yang palip,

1 . . . g dihara ka
)drnirlisn'aSl publik sebagaimana cita-citz .
. _ e
engelola negara- Tuntutan yang dilakukar, I;ln
e

elepas dari tata kelola ‘kepemerintahan yang scka
eralan dengan maksimal sehingga Masyaraka
Jntuk dapat melak‘san akan penyelenggara
waik dan dapat sejalan dengan peningk
pengetahun masyarakat dan juga terdap
Tuntutan good governance sesuatu yang
nerespons sehingga dapat melakukan
antuk terwujudnya penyelenggaraa
pemerintahan baik.?

di‘ilam Pengelolaan
diri bangsa dalam
h masyarakat tidak
rang dianggap belum
U merasa dirugikan.
an sebuah Pemerintahan yang

atan dan kemampuan tingkat
at z'lc]anya pengaruh globalisasi.
Wajar dan pemerintahan harus
perubahan yang lebih terarah
N sebuah sistem tata kelola

Pemahaman good governance dilihat darj aspek fungsional, ini sangat
berkaitan dengan tugas dan kewajiban pemerintah di daerah, apakah
pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan efektif dan efesien
untuk dapat tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama
antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dari UNDP memahami prinsip-prinsip good governance ada tiga faktor
utama mendorong dalam lingkup good governance yaitu baik sebagal
the exercise of political, ekonomic and administrative authority to manage a
nation’s affair at all livels.?* Good governance sebagaimana diamanat dalam
UUD Tahun 1945 diimplementasi melalui Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang banyak rr?engatur
mengenai suatu sistern untuk menata semua kegiatan yang d.llakukan
sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yan% ?lizhaiaz
untuk dapat terwujud sebuah ketenteraman masyarakat melaluladany

Penambahan pelayanan publik.
Y i k dalam bentuk pemberdayaan dan

' menjadi
dan juga good governance e
la p]emerintahan daerah, sehingga
ewaan dan demokrasi merupakan

Peningkatan pelayanan publi
Mengikuti partisipasi masyarakat,
harapap bagi masyarakat dalam tata ]eflo
Prinsip keadilan, pemerataan.*® Keistim

2013 “Ppenerapan PringiE-;’rir:::Ii;‘)/l ,ﬁcﬁi
' .- di Indonesia’, Jurt &

rma Agrana o . . Mei, him. 188-216.

Nance dalam Penyelenggaraan Refo e Edisi Ag'od m. 188216,

- Hukum Universitas Airlanggd, Volumlf B R yaan dalam :
Jur “Juanda Nawawi, 2012. "Memba“gu?\,:% Edisi Juni, him- 23.
nalz:lmiah Ilmu Pemerintahan, Volume- .

Ibid.

“Muhammad Ilham Arisaputra,
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ciri-ciri salah satu daerah dalam tatanan Negara Kesatuan RePUblik

Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip goodgl))v[ir[;;zncle_ pemer'intahan
daerah yang terdiri dari pemerintah d.acrah dan j fll am menJa}ankan
tugas yang terkait sebuah hakikat dari good g‘ovcrnancc. alam ruang llngkup
tersendiri dalam penyelenggaraannya sehingga p-rm51p-prl.nsnp efektif
efisien dan transparansi dapat berjalan dengan baik ?Cbagalmana tWuar,
pemerintah yang dikenal dengan istilz.ih good and klin governance. Dalap,
aspek fungsional ini good governance baik dalam melaksanakan peratyray,
perundang-undangan atau dalam membentuknya termasuk sebyap

gerakan oleh suatu birokrasi pemerintah daerah dapat melaksanakan

fungsi pelayanan publik yang terstruktur.

Adanya urgensi dari good governance terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah yang demokratis yang dilakukan melalui penjabaran
dari prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari beberapa, yaitu
sebagai berikut.

a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
terhadap regulasi yang terkait dengan pembangunan di daerah.
Partisipasi ini diupayakan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada
kearifan lokal.

b. Penegakan hukum sebagai asas legalitas harus dijunjung tingga
oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan
dan kewenangan dalam membuat regulasi berkelanjutan sehingga
ada jaminan berusaha,

c.  Keterbukan sebagai upaya kontrol yang efektif yang dapat dilakukan,
sehingga pelayanan publik dan program pemerintahan sesual
dengan yang sudah digariskan pada perencanaan umum daerah.

keterbukaan juga akan terhindar korupsi, kolusi dan nepotismé
dalam tata kelola pemerintah.

Pari uraian di atas pelaksanaan prinsip-prinsip good governance harus
menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pemerintah daerah, 800
governance adalah sebuah tujuan bersama sehingga pel’l)’elenggaraan

pemerintah daerah akan memberik l ik yang maksim?
dan terkontrol, an pelayanan publik yang
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Probmmatika dan Tantangan
" governance pada Daerah Otonom;

ook terwujudnya prinsip-prinsip good
gaerah sebagaimana diamanatk

Terwujudnya Googd

governance pada pemerintah

‘ an oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD
046 sekaligus pengaturan dan pengakuan terhadap pemerintah daerah

melalul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
paerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki
rujuan dan tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan publik
vang lebih baik dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui
'peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan
pelayanan publik di daerah. Dalam perjalanannya otonomi daerah
menuju good governance banyak tantangan dan problematika sehingga
sulit terwujud. Adapun problematika dan tantangan untuk dapat
terwujudnya good governance pada daerah otonomi, yaitu sebagai berikut.
2. Faktor daerah dan daerah otonom

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom supaya dapat mandiri
dan mengurus urusan rumah tangganya sangat dipengaruhi kondisi
geografis dari daerah otonom. Sebagai daerah otonomi dengan
posisi geografis dan dukungan sumber daya alam yang tidak
memadai (terbatas) dapat memengaruhi percepatan terwujudnya
good governance.

Secara geografis beberapa daerah dengan memiliki wilayah sangat
luas, termasuk juga masalah kewenangan dalam pengelolaan
sumber daya perikanan laut dan pengelolaan kehutanan yang
terbatas, dan kewenangan ini masuk urusan konkuran pemerintah
Pusat termasuk masalah izin pemanfaat wilayah kehutanan,
Pemanfaat hasil hutan, termasuk juga pada pengelolaan laut pesisir
dan pertambangan.

Sebagai daerah otonom yang kewenangan yang diatur denga}n UL_J
No,23 Tahun 2014, termasuk masalah pembagian dana bagi hasil
dari pertambangan dapat memengaruhi percepatan pembanguan,

Mengingat kecilnya pendapatan daerah diperlukannya pengelolaan

tere“Cana, dan terbuka sehingga peruntukannya lebih efektif.

isasi
Lemahnya pemahaman terhadap asas desentralisa | |
erah otonom masih mencari

As o o g
3 desentralisasi yang dimiliki & dengan sekarang seringkali

Ormat yang ideal sehingga sampai
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ubahan, perubahan It fClahirkan pepq, 1
otonomi khusus terhadap suatu daerah. Pemberian otongpy; o a

kalau dilihat secara menyeluruh tidak banyak mengalam; . bﬁrah
perubahan yang sangat signifikan pada daerah, misalny, adal:]ah
konsep otonomi khusus terhadap beberapa daerah. ya
Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah bertujuan daly
rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja terhad;n
penyelenggaraan sebuah pemerintahan di daerah, otonom daerai
sebagai wahana dalam pendidikan politik demokrasi di daera
termasuk juga untuk memelihara sebuah keutuhan negara kesama,;
atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan dinamika demokras;
dalam penyelenggara pemerintah yang dimulai dari daerah dan
memberikan peluang yang luas kepada pemerintah berinovasi dan
kepada masyarakat untuk bisa berkarier dalam bidang politik dan

pemerintahan.
c. Terbatasnya SDM (aparatur) yang kompeten

Selain sumber daya alam sebagai penunjang utama dalam
pelaksanaan good governance, hal yang terpenting adalah dukungan
kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur pemerintah
daerah. Kesiapan dan kualitas aparatur daerah menjadi kewajiban
utama oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sebuah
pemerintah yang berhasil dan bisa membuat masyarakat
sejahtera di daerah. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan
pemerintah daerah bisa mandiri di bidang ekonomi dan pemerataan
pembangunan sesuai dengan visi dan misi sebuah daerah yang SemF
dapat terwujud melalui peningkatan kapasitas dan kompeten*!
yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah sebagai motC"
administrasi.

mengalami per

si, apabil

Aparatur negara sebagai penggerak di dalam birokra
alitas dan

pemerintahan di isi oleh birokrasi dengan kapasitas ku
mentalitas yang kurang memadai dengan sendirinya
atau berdampak terhadap implikasi yang kurang ™
bagi penyelenggara otonomi daerah. Tidak berkomp¢
daerah salah satu dari beberapa permasalahan yang m
pelaksanaan good governance.

ren apa!
enghamb"[
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i Masifnya terhadap praktik korupsj

Fenomena ini sejak lamg menjadi kekh

: ‘ aWatiran banyak k

N ’ . alan

yang berkaitan dengan ImMplemengg; otonomj dazrah d e
. P , adanya

pemikiran bergesernya praktik korupsi darj pusat ke pemeri tyh

daerah. i -

Faktor ini semakin beralasan salal

\
di otonomi daerah, ini terbykg dengan banyak pejabat publik
gubernur, bupati dan walikota yang tersandung kasus korupsi.

e. Sering terjadi konflik antar daerah

Satu penghambat good governance

Otonomi daerah dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan
publik yang dapat memberikan efek positif di bidang ekonomi
dan percepatan pembangunan akan tetapi membawa konsekuensi
konflik, apakah konflik vertikal maupun konflik horizontal
yang berakibat terhadap lambatnya pembangunan daerah
dan memengaruhi kepada pelayanan publik. Konflik sebagai

koneksivitas antar wilayah, pelayanan publik dan menurunnya
kepercayaan rakyat.

Konflik vertikal ini diakibatkan di mana masing-masing pihak
(pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) tidgk
dapat memahami posisinya dan tidak berlaku secara ef.eknf
dari kewenangan konkuren yang diberikan kepada pemerintah
Provinsi maupun terhadap daerah otonom. Pe'rebutan kewenanl;gan
dalam hal ini banyak pada sektor yang bt-arkaltan denggn ;um kerr;
Sumber ekonomi dan pertamba.ngan lmlt.as bjltietxisl; d;e;]lgb :ik
konflik horizontal ini banyak meltli}zle:]l((ar?] aeultfn zmahami h palk
gnyak menonjolkan etnosentrisme
masing, termasuk juga masalah
ketamakan dan keserakahan

formal maupun informal yan
Mmasing posisinya yang lebih ba
(kebudayaan dan adat) masing-
€goisme dalam perebutan kekuasaan,

i isme
Banyak terjadi praktik kolusi dan nepotis

jan3 | Hukum Tata Negara 269
Bag

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

governance di Indonesia, kolusi dan nepotisme bukan lagi sebuah
fenomena dalam penyelenggaraan pemerintah menuju gooq
governance, melainkan sudah menjadi fakta dan tersistematis yan
dilakukan di semua tatanan dalam pengelolaan pemerintap, 26

Pada rezim Orde Baru yang sangat otoriter dan praktik Nepotisme
dan kolusi banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerinty,
baik pada pemerintah pusat sampai ke daerah yang akhir timby]
gejola sosial politik dan resisi ekonomi melanda Indonesia yang
menimbulkan kerusahan dan konflik di mana-mana yang akhir
menyebabkan tumbang resim pemerintahan Presiden Soeharto 27

Praktik kolusi dan nepotisme juga terjadi di daerah otonom yang
sangat masif, sistematis, dan terstruktur pada sektor pelayanan
publik dan perizinan, terlebih lagi terjadi pada rekrutmen dan
penempatan pejabat aparatur di pemerintahan baik pada tingkat
provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Terjadinya praktik
kolusi dan nepotisme yang tersistematis termasuk dalam rekrutmen
pejabat aparatur pada pengisian jabatan birokrasi.

Kolusi dan nepotisme merupakan salah satu faktor penghambat
terwujud good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah pada
daerah otonom, adapun penyebab kolusi dan nepotisme ini terjadi
sebagai akibat kepentingan subjektif dalam pengisian pejabat

dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, yaitu sebagai
berikut.

1) Pola rekrutmen aparatur tidak terbuka sehingga kepentingan
kelompok ditonjolkan.

2) Kondisi masyarakat masih terkotak-kotak dan sikap kedaerahan
masih kuat.

3) Dominasi kekuatan partaj politik yang mendominasi pejabat

daerah.

4) Ada prinsip kesempatan yang di bangun oleh pejabat daerah.

Dari beberapa faktor penyebab adanya praktik kolusi dan nepotisme
yang kuat di pemerintahan daerah ini akan mempersulitkan

26Fathurrahman Djamil dkk., Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dalam
Persfektif Hukum dan Moral Islam, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm.103.
271bid., him. 104.
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peneraPa” prinsip-prinsip good governance seb
pemerintah daerah.

agai tujuan utama

p. Kesimpuian

Dari uraian di atas terhadap problematika dan tantangan good governance
pada daerah otonom dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai

berikut.

1. Good governance adalah sebuah harapan dan tujuan akhir di dalam
penyelenggaraan pemerintahan sehingga tujuan utama yang
ditetapkan dari pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan
dari undang-undang yaitu peningkatan pelayanan publik,
peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian dan pemerataan
pembangunan yang berkeadilan akan dapat terwujud dengan baik.

2. Adapun problematika dan tantangan untuk mewujudkan good
governance pada daerah otonom dipengaruhi oleh beberapa faktor,

seperti:
a. faktor daerah dan daerah otonom;
b. lemahnya pemahaman terhadap asas desentralisasi;
¢. terbatasnya SDM (aparatur) yang kompeten;
d. masifnya terhadap praktik korupsi;
. sering terjadi konflik antar daerah;
f. banyak terjadi praktik kolusi dan nepotisme;

Apabila dari enam faktor mas
Penyelenggaraan pemerintahan daerah a

ih ada dan terjadi dalam

§ood g0vernance.
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